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This study aims to analyze the influence of government internal control system and 
internal control on fraud prevention and its implications on the quality of local 
financial statements. The sample used in this study were is 89 respondents to local 
government officials Bogor and Depok. The test is done by using multiple linear 
regression analysis, the data is processed using SPSS. The result of the research shows 
that the influence of internal control system influences positively to fraud prevention, 
while internal control has no effect on fraud prevention, while fraud prevention has a 
positive effect on the quality of financial statements. The Government Internal Control 
System has a negative effect on the quality of Regional Financial Report and Internal 
Control has a positive effect on the Quality of Local Financial Report. Internal control 
system of government indirectly affect the quality of local financial statements through 
fraud prevention, internal control directly affect the quality of local financial 
statements through fraud prevention. Fraud prevention has a greater impact on the 
quality of local financial statements. Internal control system of a business entity is 
strong, then the possibility of the occurrence of errors and fraud can be minimized It 
means that the more successful prevention fraud the quality of financial reporting of 
the region is increasing.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern 
pemerintah dan pengawasan internal terhadap pencegahan fraud serta implikasinya 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah 89 responden pada pegawai pemerintahan daerah Bogor dan Depok. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, data 
diproses menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem 
pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pencegahan 
fraud, sementara pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, 
sedangkan pencegahan fraud berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui 




pencegahan fraud, Pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah melalui pencegahan fraud. Pencegahan fraud memberikan 
pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sistem 
pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka kemungkinan tejadinya kesalahan 
dan kecurangan bisa diperkecil Artinya semakin berhasil pencegahan fraud maka 
kualitas laporan keungan daerah semakin meningkat. 
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Kecurangan akuntansi menyerap banyak atensi masyarakat global. Di 
Indonesia, terungkapnya kasus kecurangan ini nyaris menjadi berita yang terus 
berulang tahun ke tahun. Beragam jenis kasus kecurangan yang terungkap seperti 
penipuan yang terencana dan sengaja dilakukan untuk tujuan memaksimalkan benefit 
bagi diri seseorang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Bentuk kecurangan 
finansial yang sering diberitakan adalah kasus korupsi, dengan cara melakukan 
manipulasi catatan akuntansi, penghilangan dokumen, praktik mark up. Praktik korupsi 
ini tentunya merugikan perekonomian negara. Menariknya, banyak pelaku korupsi ini 
adalah para pejabat yang memiliki wewenang dan kuasa untuk memutuskan tindakan 
korupsi secara sadar. Besaran korupsi yang dilakukan dengan segala kewenangannya 
memperlihatkan angka yang sangat signifikan membebani keuangan negara dan 
merugikan publik. Salah guna kekuasan ini tidak hanya terjadi di sektor komersial, 
instansi pemerintah serta organisasi yang fokus utamanya adalah  kegiatan sosial. 
Praktik korupsi ini selanjutnya meluas hingga pada pemegang kuasa tertinggi, baik 
eksekutif, legislatif juga yudikatif.    Para politisi memperoleh keuntungan dan hak 
istimewa agar menyetujui usulan undang-undang ataupun peraturan yang berpihak 
kepada pengusaha atau segelintir instansi tertentu saja. 
Penelitian terinspirasi dari penelitian Hendriani (2013). Melengkapi model yang 
dikembangkan oleh peneliti terdahulu, penelitian kali ini menguji variabel pengawasan 
internal dan variabel pencegahan fraud (variabel pemoderasi) dan memunculkan 
variabel kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai variabel dependennya.   
 
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS 
 
Teori Entitas  
Esensi teori entitas menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan 
atau badan usaha yang berdiri sendiri serta bertindak atas nama sendiri dengan 
kedudukan terpisah dari pemilik maupun pihak lain yang menanamkan dana dalam 
organisasi. Akuntansi memiliki peran penyedia laporan keuangan sebuah entitas bisnis 
ataupun kesatuan usaha. Kesatuan usaha merupakan kesatuan pelapor (reporting entity) 






yang bertanggungjawab kepada pemilik. Entitas pelaporan telah diatur dalam pasal 51 
ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap kementerian 
negara/lembaga adalah entitas pelaporan. Entitas pelaporan ini bermakna entitas ini 
seharusnya menyelenggarakan pencatatan akuntansi, menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Hal ini ditegaskan pada Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP). Unit   pemerintahan sebagai entitas pelaporan terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu berupa laporan keuangan. 
Entitas Akuntansi adalah pengguna anggaran/pengguna barang yaitu unit pemerintahan, 
sehingga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 
digabungkan pada entitas pelaporan. 
 
Teori Agency 
Relevansi teori agensi pada penelitian ini adalah menegaskan bahwa publik 
adalah prinsipal dan pemerintah bertindak sebagai agen yang diberikan wewenang dan 
tanggungjawab oleh publik. Agar agen mampu bekerja optimal, maka publik 
memberikan wewenang dan tanggungjawab serta sumber daya dalam bentuk pajak dan 
lainnya kepada pemerintah sebagai agennya. Agen selanjutnya menyajikan laporan 
pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik. Dengan segala wewenang kuasa dan 
sumber daya yang dimilikinya, pemerintah sebagai agen potensial melakukan 
pelaporan yang bias kepentingan satu pihak dan mengabaikan kepentingan pihak 
lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika praktik monitoring yang dilakukan oleh publik 
sebagai principal tidak berjalan sesuai aturannya. Publik sebagai prinsipal  tidak 
mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka 
prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang dapat meyakinkan prinsipal bahwa apa yang 
dilaporkan oleh agen adalah sesuatu yang benar. Akuntan sektor publik didaulat 
menjadi pihak ketiga, berdasarkan fakta bahwa sebagian besar laporan yang 
disampaikan ke prinsipal (publik) berupa laporan keuangan. Akuntan sektor publik 
berperan sebagai pemegang akses atas informasi keuangan, informasi manajerial, serta 
mampu menjaga independensi, memperoleh pelatihan profesional berkelanjutan. 
Praktik akuntansi sektor publik telah diterapkan di pemerintahan daerah di 
wilayah Indonesia sejak tahun 1999 lalu. Tahun ini menjadi momentum bagi 
pemerintah daerah di Indonesia dengan diberlakukannya otonomi daerah dan praktik 
desentralisasi dari pusat ke daerah. Salah satu bentuk implementasi desentralisasi ini 
adalah proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah yang melibatkan pihak 
eksekutif dengan legislatif, serta antara legislatif dengan publik (lebih tepatnya voter). 
Proses ini mencerminkan berlakunya teori agensi dalam pemerintah daerah. Kontrak 
efisien antara pihak eksekutif – yudikatif, antara pihak legislatif – publik terjadi ketika 
keputusan yang diambil dapat memuaskan semua pihak secara adil. Namun, disisi lain, 
seringkali terjadi perilaku oportunistik dari berbagai pihak yang terlibat sebab memiliki 
informasi yang lebih baik dan berkualitas didukung oleh kepemilikan kewenangan 
(discresionary power) pada pihak agen. Perilaku oportunisitik yang dilakukan oleh para 
agen bertujuan menguntungkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya semata dengan 
biaya publik. Perilaku oportunistik para agen selanjutnya memicu terjadinya praktik 
korupsi politik seperti yang dijelaskan oleh Garamfalvi (1997). Praktik korupsi politik 
ini menyebabkan proses penyusunan dan perubahan anggaran APBD yang seharusnya 




menghasilkan luaran yang efisien dan efektif menjadi misalokasi dan terdistorsi untuk 
kepentingan politik serta pribadi para politisi.  
 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 
SPIP bersifat unik yang dijelaskan secara detil dalam PP Nomor 60 Tahun 
2008. SPIP adalah proses yang mengintegrasikan tindakan, kegiatan yang 
berkesinambungan yang diprakarsai oleh pimpinan bersama seluruh pegawainya untuk 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa pencapaian tujuan organisasi dilakukan 
secara efektif, efisien. SPIP juga memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan 
pemerintah daerah telah berkualitas. Selain itu, SPIP memberikan keyakinan bahwa 
telah tercipta praktik pengamanan aset negara secara taat hukum dan peraturan 
perundang-undangan. Agar praktik SPIP berjalan lancar dan berkualitas, maka 
diperlukan indikator SPIP, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 
pengendalian, informasi dan komunikasi serta terakhir adalah monitoring. Terdapat 
kewajiban bagi pimpinan instansi untuk menciptakan serta memelihara lingkungan 
pengendalian yang kondusif sehingga tercipta perilaku positif dari semua pihak dalam 
organisasinya. Lingkungan pengendalian yang berkualitas ditandai dengan terdapat 
penegakan integritas dan nilai etika, berkomitmen pada kompetensi, gaya 
kepimimpinan yang kondusif, didukung oleh struktur organisasi yang adaptif, terdapat 
delegasi wewenang dan tanggung jawab yang tepat dan penyusunan serta penerapan 
kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang sehat. 
Komponen kedua dalam SPIP yang berkualitas adalah penilaian risiko. 
Penilaian risiko merupakan proses mengidentifikasi serta menganalisis segala risiko 
yang relevan yang dihadapi oleh organisasi berikut solusi mengatasinya. Penilaian 
risiko dalam pelaporan keuangan memberikan gambaran tentang risiko yang ada dan 
potensial ada yang menghambat pelaporan keuangan yang efektif, efisien serta reliabel. 
Penilaian risiko dilakukan salah satunya untuk mendeteksi adanya kemungkinan salah 
saji yang material yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangannya. Penilaian 
risiko ini juga bertujuan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah tercatat 
secara tepat dan akurat. 
Komponen ketiga dalam SPIP yang berkualitas adalah aktivitas pengendalian. 
Aktivitas pengendalian identik dengan beragam prosedur, teknik, dan mekanisme 
pengendalian. Aktivitas pengendalian ini bertujuan memberikan keyakinan bahwa 
segala arahan dari pimpinan instansi pemerintah telah dipatuhi dalam setiap kegiatan 
instansi pemerintah. 
Komponen selanjutnya dalam SPIP adalah informasi dan komunikasi. Suatu    
organisasi    membutuhkan jalinan komunikasi   yang   intensif   antar   komponennya 
dengan   informasi   yang   berkualitas. Pengendalian dapat dilakukan dengan   sistem   
akuntansi dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang berbentuk aplikasi   
komputer yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel. Sehingga, 
dalam  menghadapi  risiko yang akan timbul dapat diselesaikan dengan informasi yang 
berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik dalam pengambilan keputusan 
(Hindriani, et al., 2012). Komponen informasi dan komunikasi ini bertujuan mensuplai 
informasi bagi pimpinan baik informasi dari internal maupun eksternal organisasi yang 
dikemas dengan cara yang informatif, tepat waktu dan relevan untuk pengambilan 
keputusan strategis. Jika informasi ini tersedia, maka pihak pimpinan organisasi dapat 
melakukan evaluasi dan mengatasi permasalahan secara lebih komprehensif dan lebih 
bermakna. 






Komponen berikutnya adalah pemantauan (monitoring). Aktivitas pemantauan 
ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan dan dimodifikasi secara tepat untuk mengatasi perubahan yang terjadi. 
Pemantauan juga harus menilai apakah, dalam mengejar misi entitas, tujuan umum 
yang ditetapkan dalam defenisi pengendalian internal sedang dicapai (Ompusunggu dan 
Salomo, 2019). Pimpinan instansi pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan 
secara berkala melalui pelaksanaan audit intern oleh Auditor eksternal.  
 
Pengawasan Internal  
Terdapat dua jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan fungsional. 
Pengawasan melekat merupakan rangkaian kegiatan pengendalian secara kontinyu oleh 
pimpinan terhadap partisipan dibawahnya secara preventif dan represif. Waskat ini 
memastikan bahwa pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien sesuai program kerja 
yang dicanangkan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Poin penting dari pengawasan internal adalah membantu meningkatkan kinerja 
yang menguntungkan, mengeliminasi kehilangan sumber daya yang tidak relevan. 
Dampak lanjutannya adalah proses pelaporan keuangan lebih efektif dan akurat, 
sehingga dihasilkan laporan keuangan yang reliabel, taat hukum dan peraturan, 
meningkatkan image dan kepercayaan publik terhadap organisasi dan produk yang 
dihasilkannya. Umar (2012) menyatakan, melalui pengawasan internal yang 
berkualitas, maka memperoleh informasi untuk berkeputusan tentang (1) menghentikan 
atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan 
dan ketidakadilan, (2) mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, 
penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan tersebut, (3) mendapatkan 
cara yang lebih baik dalam melaksanakan operasional organisasi dalam pencapaian visi 
dan menjalankan misi organisasi. 
 
Pencegahan Kecurangan 
Kecurangan dalam konteks penelitian ini adalah penipuan ataupun kecurangan 
keuangan. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan kecurangan 
keuangan adalah tindakan melawan hukum, disengaja, dengan tujuan tertentu 
(manipulasi atau penyajian pelaporan yang keliru kepada pihak lain). Kecurangan ini 
dilakukan oleh baik pihak internal maupun eksternal dengan tujuan optimasi 
keuntungan pribadi ataupun kelompok dan merugikan pihak lainnya.  Banyak ragam 
bentuk kecurangan laporan keuangan. Antara lain, pelaporan aset organiasi yang salah, 
salah saji material secara sengaja (Ferdian dan Na’im. 2006). Kekeliruan dan 
kecurangan dapat dibedakan berdasarkan tindakan yang mendasarinya serta dapat 
berakibat pada terjadinya salah saji dalam laporan keuangan baik tindakan yang 
disengaja atau tidak disengaja. 
Segitiga kecurangan (Fraud Triangle) memaparkan motivasi seseorang 
melakukan tindak kecurangan dari tiga perspektif. Perspektif tersebut meliputi adanya 
tekanan, adanya kesempatan dan adanya pembenaran atas tindak kecurangan tersebut, 
seperti yang dipaparkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Selain itu, perkembangan 
terkini dari segitiga kecuangan adalah fraud diamond, fraud pentagon, fraud Hexagon. 
Motivasi melakukan kecurangan berkembang dari tiga perspektif, ditambah dengan 
kapabilitas, kekuasaan dan integritas. Semakin canggih, teknologi, semakin beragam 
cara dan kreasi tindak kecurangan, terutama tindak korupsi yang dilakukan oleh para 




penjahat kerah putih (white collar crime). Kecurangan dalam bentuk korupsi terjadi 
akibat hilangnya integritas dari para pekerja kerah putih yang berpendidikan tinggi ini.  
 
Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja keuangan 
sepanjang periode tertentu dari pemerintah daerah kepada publik. Laporan keuangan ini 
disusun berdasarkan pedoman yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
menyajikan laporan keuangannya dan selanjutnya akan dikompilasi untuk 
menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Provisi/Kabupaten/Kota secara berjenjang. 
Seperti halnya laporan keuangan perusahaan terbuka, opini atas laporan 
keuangan pemerintah daerah menjadi gambaran kualitas maupun akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Adanya peningkatan opini memperlihatkan terdapat 
perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan tersebut. Beragam opini 
dapat diberikan oleh auditor terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Ragam opini tersebut meliputi  (1) Opini tidak memberikan pendapat (TMP) 
menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan 
yang diperiksa karena independensi auditor terganggu dan adanya pembatasan auditor 
untuk mengakses data. (2) Opini wajar dengan pengecualian (WDP) diberikan oleh 
auditor ketika laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, bebas dari salah saji 
material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecuali untuk pos-pos 
tertentu yang disajikan secara tidak wajar. (3) Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 
diberikan ketika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari 
salah saji material. Berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, terbukti auditee 
dalam hal ini pemerintah daerah dianggap telah menerapkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan dengan baik, terdapat salah saji yang tidak material dan tidak 
mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. (4) Opini WTP dengan paragraf 
penjelasan (WTP-DPP) diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus 
menambahkan penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 
pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang 
menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya 
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi serta adanya keraguan tentang 
kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor 
setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal dan bisa juga 
karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. 
Seperangkat Laporan Keuangan Pemerintah merupakan laporan keuangan yang 
terdiri dari tiga kelompok yaitu (1) Laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari laporan 
realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih  (Laporan 
Perubahan SAL). (2) Laporan Fiskal, terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan 
perubahan ekuitas dan laporan arus kas. (3) Catatan atas Laporan keuangan. 
Kualitas penting yang harus dimiliki oleh informasi laporan keuangan adalah 
keterpahaman, relevan, keterandalan serta keterbandingan. Keterpahaman adalah 
kemudahan untuk dapat dipahami oleh para pemanfaat laporan keuangan dengan 
asumsi bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, 
akuntansi serta pengetahuan yang relevan untuk memaknai angka-angka dalam laporan 
keuangan. Selain laporan keuangan, entitas wajib menyajikan laporan lain dan/atau 
elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-






undangan (statutory report). 
Laporan keuangan yang berkualitas menjadi proksi kualitas tanggungjawab 
Kepala Daerah atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya dalam 
mengelola wilayah kerjanya. Kualitas merupakan suatu pencapaian terhadap output 
pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dai segi yang berwujud seperti 
barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.  
 
Pengembangan Hipotesis 
Komitmen kualitas pemerintah tercermin melalui kualitas sistem pengendalian 
internalnya. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, SPIP merupakan rangkaian sebuah 
proses bertujuan memberikan keyakinan bahwa efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap 
peraturan perundangan yang berlaku senantiasa diupayakan untuk dicapai. SPIP yang 
berkualitas dapat mendorong pelaporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas 
dalam segala aspek kualitas yang dicanangkan. 
Berdasarkan laporan hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK memperlihatkan 
masih terdapat LKPD dengan opini tidak wajar sehingga perlu perbaikan, khusunya 
dalam hal keandalan informasi dalam laporan keuangan. Pengawasan dalam sistem 
pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar 
terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan 
adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu ditemukan adanya fraud seperti 
penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga 
informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. 
 
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud 
Mekanisme pencegahan kecurangan merupakan rangkaian aktivitas terencana 
yang disusun untuk mencegah dan mengendalikan keterjadian kecurangan. Fokus 
utama mekanisme preventif ini adalah mengendalikan faktor pemicu yang potensial 
menimbulkan intensi bertindak curang dengan menciptakan kondisi yang 
memungkinkan deteksi serta meningkatkan daya tangkap yang akomodatif terhadap 
pencegahan kecurangan. Dalam melaksanakan strategi tersebut sistem pengendalian 
intern harus diterapkan secara efektif (Hermiyetti, 2010). Dengan pengendalian internal 
yang baik, maka fraud maupun pemborosan dapat dideteksi dan ditanggulangi sejak 
awal sehingga kerugian dapat dihindari (Hermiyetti, 2010). Jika pengendalian intern 
suatu badan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan 
semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu badan usaha kuat, maka 
kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil (Agoes, 2012). 
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
H1 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap   
pencegahan Fraud. 
 
Pengawasan Internal dan Pencegahan Fraud 
Audit internal adalah suatu penilaian yang independen yang terdapat pada 
organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi seluruh kegiatan organisasi 
dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan 
(Tugiman, 2011). Audit internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen 
dalam pencegahanan fraud dengan menguji serta mengevaluasi keandalan dan 
efektivitas dari pengendalian seiring dengan besarnya risiko kemungkinan terjadinya 




kecurangan di berbagai segmen. Dengan adanya peran optimal yang dijalankan 
inspektorat maka pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terwujud, sehingga 
praktik atas kecurangan dapat diminimalisir. Jadi semakin baik Peran Inspektorat 
Pembantu Kota dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
maka akan semakin meningkat pula tindakan Pencegahan kecurangan di lingkungan 
Pemerintah Daerah. Widilestariningtyas (2012) dan Taufik (2011) memberikan bukti 
empiris bahwa audit internal mampu mempengaruhi pencegahan kecurangan. Menguji 
kembali hipotesis penelitan sebelumnya, maka hipotesa keduanya disajikan berikut ini: 
H2 : Pengawasan Intern berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud 
 
Pencegahan Fraud dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan merupakan output dari 
proses akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh berbagai 
pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja 
program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi 
penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010). Pemerintahan yang 
bersih dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Dua 
puluh tahun yang lalu kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai stabilitas 
pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan sebagai pemerintahan 
yang bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktikan di masa lalu harus 
diganti dengan mekanisme transparansi (Bastian, 2010). 
H3 : Pencegahan Fraud berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah 
 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
Sistem  pengendalian  internal  pemerintah  sebagai  alat  untuk  mencegah  
terjadinya  pemborosan angaran yang tidak perlu dilakukan dalam rangka segala aspek. 
Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas LKPD pemerintah  
kabupaten/kota  bersifat  satu  arah  yaitu  dimana semakin  baik  pengendalian  internal  
pemerintah  dan  kompetensi sumber  daya  manusia,  maka  kualitas  LKPD  
pemerintah Kabupaten/Kota  yang  dihasilkan  akan  lebih  baik  juga (Rusvianto, et al., 
2018). 
Laporan Keuangan yang disajikan harus berdasarkan Sistem Pengendalian 
Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Susilawati 
dan Riana, 2014). Hal ini sesuai dengan pendapat dari  Herawati (2014) mengatakan 
bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
sedangkan menurut Chodijah dan Hidayah, (2018) menyatakan hal ini menunjukan 
bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses 
dan beberapa tahap yang harus dilalui yang telah diatur dalam sistem akuntansi 
pemerintah daerah. Sistem akuntansi mengatur tentang sistem pengendalian intern 
(SPI) dengan kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat sistem 
pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). 
H4 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan  
 
Pengawasan Internal dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah  






Tujuan aktivitas pengawasan internal adalah memastikan bahwa pelaksanaan 
aktivitas berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, dan tidak untuk mencari 
kesalahan apapun atau siapapun. Dalam konteks pemerintah daerah, pengawasan 
internal ini memberikan keyakinan bahwa semua aktivitas pemerintahan berjalan sesuai 
rencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian 
terdahulu mengungkapkan adanya pengaruh positif aktivitas pengawasan internal ini 
terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah (Safrida, 
2010; Sholikah, et al., 2016). Berdasarkan paparan ini, maka hipotesa penelitian 
terakhir dirumuskan sebagai berikut:  





Populasi dan Sampel 
Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintahan 
daerah Bogor dan Depok. Adapun sampel yang diambil kota Bogor dan kota Depok di 
bagian Inspektorat, Sekda dan BKAD, responden yang digunakan dalam penelitian ini 




Penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah dan Pengawasan Internal, satu variabel dependen yaitu kualitas 
laporan keuangan daerah serta satu variabel intervening yaitu pecegahan fraud. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah (X1) Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) dan (X2) Pengawasan Internal. Di dalam penelitian ini yang 
menjadi variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Z). Variabel 
intervening (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pencegahan fraud. 
Menurut Tuanakotta (2013) pencegahan fraud dimulai dari penerapan sistem 
pengendalian internal yang efektif dan dua konsep penting lainnya adalah menanamkan 
kesadaran tentang adanya fraud (fraud awareness) dan upaya menilai risiko terjadinya 
fraud (fraud risk assessment). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Demografi  Responden dan Variabel Penelilian 
Mayoritas responden (66%) adalah laki laki, berusia di atas 30 tahun (74%), 
berpendidikan S1 (95%) dan telah bekerja di instansi tersebut selama lebih dari 10 
tahun (72%). Data demografi variabel penelitian disajikan sebagai berikut:  
 
Tabel 1 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
  
N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
SPIP 89 1 5 3.9775 0.82541 
Pengawasan 
Internal 
89 3 5 3.9101 0.41671 





N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Pencegahan Fraud 89 2 5 4.0899 0.66811 
Kualitas laporan 
keuangan 
89 3 5 4.2584 0.64892 
         Sumber : hasil pengolahan SPSS 
 
Hasil Uji Kualitas Data  
Hasil uji validitas kepada 89 responden atas variabel Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah, pengawasan internal, pencegahan fraud, kualitas laporan keuangan 
dengan taraf signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa masing – masing pernyataan 
kuesioner dianggap valid karena memiliki nilai r hitung > r tabel. Hasil pengujian 
reliabilitas untuk masing-masing variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 2 




N of Item 
Sistem pengendalian Intern Pemerintah 0,967 17 
Pengawasan Internal 0,884 30 
Pencegahan Fraud 0,948 37 
Kualitas laporan Keuangan 0,914 25 
 
Dari hasil uji reliabilitas di atas didapat empat output dari variabel yang 
diketahui masing-masing variabel memiliki nilai reliabilitas (Cronbach's Alpha) di atas 
0,60, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel. 
 
Analisis Jalur 
Analisis jalur pada penelitian ini menggunakan uji secara individual dan 
simultan yang terbagi menjadi dua sub-struktur, yaitu sub-struktur 1 dan sub-struktur 2.  
 
Pengujian Sub-Struktur 1 
Sub-struktur 1 dianalisa menggunakan analisis jalur, dengan persamaan 
struktural Fraud = a + b1SPIP + b2 int Audit + e Program SPSS digunakan untuk 
menganalisis sub-struktur 1 tersebut, yang terdiri dari variabel Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP), Pengawasan Internal, dan pencegahan fraud. Hasil dari 
analisis jalur sub-struktur 1 sebagai berikut: 
 
Tabel 3 










B Std. error 
 (Constant)    58.606 13.095 0.000 
 
SPIP    1.187 0.097 0.000 
Pengawasan 
Internal 
   0.124 0.098 0.209 
 R
2
  -      















B Std. error 
 Adj. R
2
  0.632      
 F value 76.423     0.000
a
 
a. Predictors: (Constant), SPIP, Pengawasan Internal, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud 
 
 Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05, artinya variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 
Pengawasan Internal secara bersama – sama berpengaruh terhadap pencegahan Fraud. 
Besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 
pengawasan internal terhadap pencegahan fraud dapat diketahui dengan melihat 
adjusted R2, bahwa R2 = 0,632 = 63,2 % dan besarnya pengaruh faktor lain yang 
mempengaruhi pencegahan fraud diluar penelitian ini adalah sebesar 100% - 63,2 % = 
36,8 %. Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh pengujian hipotesis sebagai 
berikut: 
1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap 
Pencegahan Fraud ( X1 Y ) 
Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa variabel Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan β = 1.187 dan nilai 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis 1 (satu) diterima, artinya 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap 
pencegahan fraud. 
2. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Pencegahan Fraud ( X2Y ) 
Berdasarkan hasil pengujian di atas, diketahui bahwa variabel pengawasan 
internal menunjukkan β = 0,124 dan nilai signifikansi 0,209 lebih besar dari 0,05. 
Sehingga hipotesis 2 dua di tolak artinya pengawasan internal tidak berpengaruh 
positif terhadap pencegahan fraud. 
 
Pengujian Sub-Struktur 2 
Hasil dari analisis jalur sub-struktur 2 sebagai berikut: 
 
Tabel 4 










B Std. error 
 
Regression 12155.832 3 4051.944   0.000
a
 
Residual 1378.730 85 16.220     
Total 13534.562 88       
(Constant)    0.262 4.915 0.958 
SPIP    -0.592 0.054 0.000 
Pengawasan 
Internal 
   0.137 0.033 0.000 
R 0.948
a
      













B Std. error 
 R
2




  0.895    4.027  
F value 249.806      
a. Predictors: (Constant), Pencegahan Fraud, Pengawasan Internal, SPIP 
b. Dependent Variable: Kualitas laporan keuangan 
  
 Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 
lebih kecil dari 0,05, artinya variabel pencegahan fraud, SPIP, Pengawasan Internal 
secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Besarnya pengaruh pencegahan fraud terhadap kualitas laporan keuangan dapat 




 = 0,895 = 89,5 % dan besarnya 
pengaruh faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diluar penelitian 
ini adalah sebesar 100% - 89,5 % = 10,5 %.  
 
Pengujian Intervening 
 Untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung maka dapat 




Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) 
 
 Dari gambar 2, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel SPIP dan 
Pengawasan Internal terhadap variabel kualitas laporan keuangan maka dilakukan 
penghitungan dengan pendekatan Sobel Test. Hasil Sobel Test adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5 
 Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
  Sumber: Hasil olah data (calculator sobel), 2017 
Jenis Pengaruh Tidak Langsung Langsung 
Variabel 
Independen 









SPIP 1,187 0,097 
0,842 0,036 
10.842 0,000 -10.912 0,000 
Pengawasan 
Internal 0,124 0,098 1.263 0,103 4.103 0,000 






Dari hasil analisis jalur dan Sobel Test maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengaruh langsung dan tidak langsung sistem pengendalian intern 
pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah 
Hasil sobel test menunjukkan nilai thitung jalur X1 → Y → Z sebesar 10.842 atau 
lebih kecil dari t tabel (10,842 < 1,986) dengan taraf signifikansi 0,000, hasil ini 
menunjukkan bahwa SPIP memiliki pengaruh tidak langsung secara positif 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah, yaitu dari SPIP ke pencegahan fraud 
lalu ke kualitas laporan keuangan daerah. 
Besarnya pengaruh langsung adalah -0,592 dan besarnya pengaruh tidak 
langsung adalah 1,187 x 0,842 = 0,999. Oleh karena besarnya pengaruh langsung 
lebih kecil dari pengaruh tidak langsung (-0,592 < 0,999), maka dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh yang sebenarnya adalah pengaruh tidak 
langsung. 
2. Pengaruh langsung dan tidak langsung pengawasan internal terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah 
Hasil sobel test menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,263 atau lebih besar dari t 
tabel (1,263 < 1,986) dengan taraf signifikansi 0,103, hasil ini menunjukkan bahwa 
pengawasan internal tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kualitas 
laporan keuangan daerah, yaitu dari pengawasan internal ke pencegahan fraud lalu 
ke laporan keuangan daerah. 
Besarnya pengaruh langsung adalah 0,137 dan besarnya pengaruh tidak 
langsung adalah 0,124 x 0,098 = 0,012. Oleh karena besarnya pengaruh langsung 
lebih besar dari pengaruh tidak langsung (0,137 > 0,012), maka dapat 
disimpulkan bahwa pengaruh yang sebenarnya adalah pengaruh langsung. 
 
Pembahasan  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud. Aktivitas pencegahan 
terhadap fraud yang dilaksanakan berupa penetapan kebijakan, sistem dan prosedur 
dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui 
pengendalian intern. Jika pengendalian intern suatu badan usaha lemah, maka 
kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud semakin besar. Begitupun sebaliknya, 
kuatnya pengendalian intern suatu badan usaha, maka kemungkinan kecil dapat 
terjadinya kesalahan dan fraud. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Taufik (2011), 
dan Hendriani (2013) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud.  Namun, hasil penelitian ini tidak 
dapat mengkonfirmasi pengaruh Pengawasan Internal terhadap pencegahan fraud. Hal 
tersebut terjadi karena manajemen dalam pengawasan internal yang mengeluarkan 
laporan pengendalian intern tidak menindaklanjuti kelemahan yang ada pada 
pengawasan intern sehingga hasilnya bermuara pada fraud. Temuan ini tidak konsisten 
dengan hasil penelitian  Taufik (2011) dan Umar (2012) menyatakan pengawasan 
internal berpengaruh  positif terhadap pencegahan fraud. 
Temuan selanjutnya adalah Pencegahan fraud memberikan pengaruh yang lebih 
besar terhadap kualitas laporan keungan daerah. Peran auditor dalam pencegahan fraud 
sangat memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam 
pemerintah. Untuk memperbaiki masalah yang ada pada pencegahan fraud, dapat 
dilakukan dengan meningkatkan tindakan pencegahan terhadap upaya meminimalisasi 
kecurangan, pendeteksian terhadap upaya meminimalisasi kecurangan, Audit 




investigasi terhadap upaya meminimalisasi kecurangan. Selanjutnya penelitian ini 
mendukung Bastian (2010) yang menyatakan bahwa pencegahan fraud berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan. 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Daerah memperoleh penguatan dalam penelitian ini.  Dari jawaban 
responden tercermin bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dalam 
pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih terdapat beberapa hal yang belum 
sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada kualitas 
laporan keuangan daerah. Jika pengendalian intern suatu badan usaha lemah, maka 
kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar sehingga kualitas 
laporan keuangan daerah juga berpengaruh. Sebaliknya, jika pengendalian intern suatu 
badan usaha kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa 
diperkecil begitu juga kualitas laporan keuangan. 
Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan fraud. Laporan keuangan 
pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur 
dalam sistem pengendalian intern pemerintah untuk mencegah terjadinya fraud. 
Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian 
intern pemerintah daerah, Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan 
penting dalam menciptakan pencegahan fraud.  Semakin tinggi tuntutan terhadap 
kualitas laporan keuangan dalam pencegahan fraud maka semakin meningkat sistem 
pengendalian intern pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan sistem pengendalian 
intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah melalui pencegahan fraud. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan 
Ponamon (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui 
pencegahan fraud. 
Pengawasan internal berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah melalui pencegahan fraud. Salah satu komponen pengendalian intern yaitu 
aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan 
dari mutu penampilan/prestasi pengendalian intern. Salah satu fungsi pengawasan 
adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, 
fraud, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi 
keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Dengan demikian dapat dikatakan 
pengawasan intern pemerintah berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah melalui pencegahan fraud. 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan yaitu Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan Fraud serta Pencegahan fraud 
memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh negatif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Daerah memperoleh penguatan dalam penelitian ini. Selain 
itu, Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh tidak langsung terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan fraud. Pengawasan internal 






berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan daerah melalui pencegahan 
fraud. 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat berjalan efektif, manajemen 
pemerintah daerah diharapkan akan lebih memperhatikan berpengaruh atau tidaknya 
pemeriksaan eksternal secara teratur dari BPKP atau BPK,  Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintahan terhadap pencegahan fraud. Cara terbaik untuk pencegahan fraud apabila 
dilaksanakanya pendidikan, pelatihan tentang pengendalian intern yang diikiuti dengan 
peningkatan kompetensi serta diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.   
 
Keterbatasan 
Keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah sulitnya memperoleh izin 
penelitian di Pemda kota besar, sehingga hanya dapat menggunakan 2 objek penelitian 
di Pemda Bogor dan Depok.  
 
Saran 
Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian 
yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai hal sebagai 
berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel dan memperluas 
wilayah cakupan sampel yang tidak hanya pemerintah daerah Bogor dan Depok. 
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih 
bervariasi dengan menambah variabel lainnya yang juga memiliki pengaruh 
terhadap pencegahan fraud dan kualitas laporan keuangan daerah. 
3. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel moderasi yaitu 
independensi untuk memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
pengawasan internal terhadap pencegahan fraud serta implikasinya terhadap 
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